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ABSTRAK

SUCI AGUSTINA, Hukum Administrasi Negara, Fakultablukum
Universitas Brawijaya, 10 Februari 2013,Indeks Kaegaan Masyarakat Terhadap
Unit Pelayanan Instansi Pemerintah (Studi Impleasrifeputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/25/M.PANIZ/2§] Kantor Kecamatan
Tulungagung Kabupaten Tulungagung), Dr. lwan Perm&H. SH. M. Hum, Dr.
Moh. Fadli, SH. MH.

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah Iadépuasaan Masyarakat
Terhadap Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dalerplementasi Keputusan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nd?/288VI.PAN/2/2004 di
Kantor Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagudgn hambatan
Implementasi Keputusan Menteri Negara Pendayagumg@aratur Negara No.
KEP/25/M.PAN/2/2004. Yang dilatar belakangi adarkgluhan dari masyarakat
bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh apapgmerintah masih banyak
dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhlitksi yang diharapkan
masyarakat. Hal ini ditandai masih adanya berb&ghihan dari masyarakat yang
disampaikan melalui media massa sehingga dapatntbetkan citra yang kurang
baik terhadap aparatatur pemerintah. Untuk membatiapeneliti menggunakan
metode pendekatan yuridis sosiologi, yang didukdaz primer dengan wawancara
kepada Camat dan Sekcam Kantor Kecamatan Tulungadam data sekunder yaitu
studi dokumentasi di perpustakaan,dokumen, penensdiinternet. Populasi saya
adalah Kantor Kecamatan Tulungagung, sampel sayaaCdan Sekcam Kantor
Kecamatan Tulungagung. Teknik analisis saya meriggudeskriptif kualitatif yaitu
prosedurpemecahan masalah dengan cara memaparkanketaudian menarik
kesimpulan.Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Ketam Tulungagung dalam
Implementasi Keputusan Menteri Negara Pendayagumg@aratur Negara No.
KEP/25/M.PAN/2/2004 adalah banyak aparatur yangktinemandang efisiensi
waktu dan biaya, banyaknya sarana dan prasaran@rkidacamatan Tulungagung
yang kurang memadai, kurangnya inovatif dari pefugglam memberikan informasi
yang dibutuhkan pelanggaipaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam
Implementasi Keputusan Menteri Negara Pendayagundgraratur Negara No.
KEP/25/M.PAN/2/2004 adalah memberikan pembinaana#tepaparatur penyelenggaraan
pelayanan publik untuk mengambil tindakan dalamgkanpelaksanaan tugas dan fungsi
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,embaggkan sistim komunikasi dan
informasi secara maksimirena itu salah satu upaya untuk meningkatkanitksal
pelayanan publik perlu dilakukan survey tentangksdkepuasan masyarakat (IKM)
terhadap pelayanan yang ada di kecamatan khusugmya berada di Kantor
Kecamatan Tulungagung. Penyusunan Indeks Kepuasasydvbakat (IKM)
berpedoman pada Keputusan Menteri Negara PendaaaguAparatur Negara
Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman UmummyBsunan Indeks
Kepuasan Masyarakat ini selanjutnya akan dibandinglengan kinerja aktualnya.

Kata kunci: Implementasi, Keputusan Menteri, IgleKepuasan Masyarakat,
Instansi Pemerintah



ABSTRACT

SUCI AGUSTINA, State Administrative Law, Faculty dfaw, UB, Community
Satisfaction Index Against Government Services UBtudy Implementation
Minister of State for Administrative Reform No.. RE5/M.PAN/2/2004 in
Tulungagung Tulungagung District Office), Dr. lwBermadi, SE. SH. M. Hum, Dr.
Moh. Fadli, SH. MH.

Issues discussed in this thesis is Against Pulaltisfaction Index Services Unit in the
Implementation of Government Decree No. State Agoar KEP/25/M.PAN/2/2004
at the District Office Tulungagung and implemermatbarriers Minister of State for
Administrative Reform No.. KEP/25/M.PAN/2/2004. Alador background of any
complaints from the public that the public servias carried out by government
officials are often found weaknesses that can neetnthe expected quality. This
marked the persistence of the various complaiot® fpeople communicated through
the mass media so that it can lead to a poor intgbe aparatatur government.
Therefore, this study specialize and deepen imphiatien of the Decree of the
Minister of State in accordance KEP/25/M.PAN/2/20G4ven the primary function
of government is to serve the public, the goverrmerds to continue to improve the
quality of care. Tulungagung District Office as theecutive element Tulungagung
government is bureaucratic agencies that have atythio the field of public service
duties. Public service units in the district alseeds to be improved in order
Tulungagung match what is expected by society. Beeat's one of the efforts to
improve the quality of public services needs tadbae survey on public satisfaction
index (HPI) of the existing services in the didtrspecially in the District Office
Tulungagung. Preparation of Community Satisfactlodex (HPI) based on the
Decree of the Minister of State for Administrativ&keform Number:
KEP/25/M.PAN/2/2004 on Guidelines for Preparatioen@ral Public Satisfaction
Index is then be compared with the actual perfomaaso here is obtained from the
public satisfaction index which reflects the quabf public services received by the
public.

Keywords: Implementation, Minister, Community Sttetion Index, Government
Agencies

A. PENDAHULUAN



Dalam era globalisasi dewasa ini salah satu taatatgsar yang dihadapi
oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah admghimana menampilkan
aparatur yang profesional, memiliki etos kerja ytinggi, keunggulan kompetitif,
dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalamjalankan tugas dan

fungsinya dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Tantangan tersebut merupakan hal yang beralasagimgeh secara empirik
masyarakat di daerah menginginkan agar aparat pgaterdalam menjalankan
tugas-tugasnya dapat bekerja secara maksimal ydrngyga dapat memberikan
pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Untuk dapahyelenggarakan
pemerintahan yang baik dituntut aparatur pemeriytaig profesional, hal ini
merupakan prasyarat dalam meningkatkan mutu pemygdeaan dan kualitas

pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Salah satu harapan masyarakat selaku konsumen apafay adalah
menginginkan pelayanan yang adil dan merata. Bep#lkyanan yang adil dan
merata, hanya dimungkinkan oleh kesiapan psikolbgiskrat pemerintah yang
senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan!| g@sieial changg dan
dinamika masyarakat sebagai sasaran pelayanangygs. pokok Pemerintah pada
hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada rakayadalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kantor Kecamatan Tulungagung sebagai unsur pelakBamda Kabupaten
Tulungagung merupakan lembaga birokrasi yang miintiligas kewenangan
dibidang pelayanan publik antara lain, pelayananPKSIAK dari Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil, KTP Elektronik ¢gaman data), surat pindah



kependudukan, legalisasi surat dispensasi nikghlitas surat keterangan seperti

SKCK, surat pernyataan miskin, surat pengajuarHfiy surat kredit bank dll.

Unit pelayanan publik di Kecamatan Tulungagung jpgdu ditingkatkan
agar kualiatasnya sesuai apa yang di harapkannadelyarakat. Karena itu salah
satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanatikpperlu dilakukan survey
tentang indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadelpyanan yang ada di
kecamatan khususnya yang berada di Kantor Kecaritalangagung.

Salah satu kegiatan dalam upaya meningkatkan pelaypublik adalah
menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai talakterhadap optimalisasi
kinerja pelayanan publik oleh aparatur pemerinigbekia masyarakBenyusunan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berpedoman padaukisanMenteriNegara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  KEP/25/M.PRR(2l tentang
Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyanalsgianjutnya akan
dibandingkan dengan kinerja aktualnya sehingga slariakan diperoleh indeks
kepuasan masyarakat yang mencerminkan kualitasygrela publik yang

diterima oleh masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi Keputusan Menteri Negarad@@gunaan
Aparatur Negara No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang dPegn Umum
Penyusunan Indeks Kepuasaan Masyarakat Unit Pelaydnstansi
Pemerintah di Kecamatan Tulungagung Kabupatenngalgung?

2. Faktor apa yang menjadi penghambat dan upaya aygedylakukan dalam
implementasi Keputusan Menteri Negara PendayaguAparatur Negara

No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Pemyas Indeks



Kepuasaan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Petalerdi Kecamatan

Tulungagung Kabupaten Tulungagung?

C. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiremgirical legal
research). Penelitian hukum empiris adalah penelitian yaligkukan secara
langsung di lapangan yaitu di Kantor Kecamatan fAghgung Kabupaten
Tulungagung

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam pemeiitisladalah metode
pendekatan Yuridis Sosiologis.Metode pendekatanidi&urSosiologis yaitu
pendekatan yang mengkaji prilaku masyarakat. Rrilalasyarakat yang dikaji
adalah pelaksanaan pelayaanan publik di Kantor mdatan Tulungagung
Kabupaten Tulungagung

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawan@asumber yaitu
Camat dan Sekcam Kecamatan Tulungagung Kabupatiemdagung. Teknik
wawancara dengan menggunakan pedoman pertanyagrsydah dipersiapkan
sebelumnya dan dimungkinkan wawancara dapat dikegklam lepas dari
pedoman pertanyaan asalkan masih ada hubungardemgan permasalahan
yang hendak diteliti untuk memperjelas jawaban ggsponden.

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penglitthanalisis dengan
metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara jelskan atau menggambarkan
sesuatu yang diperoleh dari teori-teori yang bewhgbn dengan penelitian,
peraturan-peraturan yang berlaku dan kenyataanakeay yang terjadi pada
obyek penelitian secara tepat dan jelas. Denganikd@mdiperoleh suatu
kesimpulan untuk dapat memahami dan menjawab patatas yang dibahas

dalam penelitian ini.



D. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Tulungagung merupakan Satuan Kerja PetaerDaerah (SKPD)
Kabupaten Tulungagung nomor : 2 Tahun 2008 ten@mgnisasi Dan Tata Kerja
Kecamatan. Kecamatan Tulungagung dipimpin oleh Cayaag di bantu oleh
Sekretaris Kecamatan dan empat Kepala Seksi yafieksi Pemerintahan, Seksi
Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Sekdidheraian dan Pembangunan,
Seksi Ketentraman dan Ketertiban dan dua orang |IKepab Bagian yaitu : Kepala
Sub Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Keuangan.toKaKecamatan
Tulungagung berada di Jalan Pangeran Diponegoro4Bld.ulungagung Kode Pos
66217. Kecamatan Tulungagung terletak ditengah K&hupaten Tulungagung
dengan luas wilayah 13,68 km, jumlah penduduk @Bjl@a, laki-laki 33.572 jiwa,
perempuan 34.564 jiwa, terdiri dari kelurahan dengatas wilayah Kecamatan
Tulungagungperempuan 34.564 jiwa, terdiri dari kahan dengan batas wilayah

Kecamatan Tulungagung adalah :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kedungwar
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bgyglan
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kauman ;

4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sumbssgem

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Tulungagunggseb besar terdiri dari
sektor swasta seperti buruh, karyawan swasta, padagengusaha dan Usaha Kecil
Menengah (UKM). Potensi unggulan yang ada di Ke¢cam&ulungagung berada

disector usaha kecil dan menengah yaitu makanapukruambak, jenang sabun

! Data survey BPS Tulungagung 2012



(dodol khas Tulungagung), usaha konveksi pakaiarden sprei, pembuatan tas dan

lain sebagainya

2. Penetapan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik

Dalam meningkat kualitas pelayanan publik unittansi pemerintah tersebut
digunakan acuan penilainan kualitas pelayanan sedagmitmen atau janji dari
penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk membenkduk memberikan

pelayanan yang berkualitas.

Perlunya survey tentang indeks kepuasan masyaralaiy dijelaskan
dalamKeputusan Menteri Negara Pendayagunaan Apardtiegara No.
KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunaeks Kepuasaan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.rD&kabijakan tersebut dijelaskan
bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh aparatureripgeh perlu terus

ditingkatkan, sehingga mencapai kualitas yang dibean.

Standar pelayanan publik dalam pengukuran indeksidegaan masyarakat di

Kantor Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungaguaia¢ph sebagai berikut :

a. Dasar hukum pelayanan publik dalam pengukuran mlepuasaan
b. Pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tulungagung
c. Persyaratan Pelayanan

d. Waktu dan Biaya Pelayanan Publik di Kecamatan Tgdgang



3. Implementasi Keputusan Menteri Negara Pendayagudgeamatur Negara No.
KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusundeks Kepuasaan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah eécahatan Tulungagung

Kabupaten Tulungagung

Dalam latar belakang telah diuraikan bahwa elap publik merupakan salah
satu tugas paling penting pemerintahan dalam mengghrakan tugas-tugas
pemerintrah. Oleh karena itu kinerja aparatur perar dalam memberikan
pelayanan harus optimal agar dapat memberi pelaydotik yang prima kepada
masyarakat.Pelayanan publik diartikan, pemberigranan (melayani) keperluan
orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingala paganisasi itu.Sesuai
dengan aturan pokok dan tata cara yang telah pli@tamenurut Keputusan Menpen
No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah segala k&gia peleyanan yang
dilakasanakan oleh penyelenggaraan pelayanan psbliagai upaya pemenuhan
kebutuhan penerima pelayanan mau pelaksanaan katemereturan perundang-

undangan.

Implementasi sesungguhnya tidak hanya sekedar wsanglkut dengan
mekanisme pejabaran keputusan-keputusan politikédtem prosedur rutin melaui
saluran-saluran  birokrasi  berkala melainkan lebiharid itu  dalam
mengimplementasikan kebijakan yang menyangkut keksghs, keputusan siapa,
mendapat apa dari kebijakan. Pemenuhan sumberdangadymaksud berupa sarana,
prosedur dan lainnya yang mendukung implementasarae efektifDalam hal
pentingnya implementasi kebijakan merupakan suatg ypenting bahkan mungkin

jauh lebih penting dari pada perbuatan kebijakan séendiri. Suatu kebijakan

Marille S. Grindle Politics and Policylmplementation in Third RowRFrinceton University Press, 1980, him 33



hanyasuatu rencana yang bagus jika tidak diimplémsé@n®Tahapan implementasi
kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang aghkein dan sumber daya

disediakarf.

4. Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 4.8
Nilai Rata-rata (NRR) per Unsur Pelayanan
No. Unsur Pelayanan Nilai Mutu Kinerja Unit
Rata-rata Pelayanan Pelayanan
Ul | Prosedur pelayanan 3,13 B BAIK
U2 | Persyaratan pelayanan 3,11 B BAIK
U3 | Kejelasan petuge 3,1z B BAIK
pelayanan
U4 | Kedisiplinan petugas 3,06 B BAIK
pelayanan
U5 | Tanggung jawab petugas 3,12 B BAIK
pelayanan
U6 | Kemampuan petug: 3,17 B BAIK
pelayanan
U7 | Kecepatan pelayanan 3,02 B BAIK
U8 | Keadilan mendapatke 3,0¢ B BAIK
pelayanan
U9 | Kesopanan dan 3,13 B BAIK
keramahan petugas
U10 | Kewajaran biaya 3,03 B BAIK
pelayanan
Ull | Kepastian biaya 3,15 B BAIK
pelayanan
Ul2 | Kepastian jadwal 3,15 B BAIK
pelayanan
Ul3 | Kenyamanan lingkungan 3,20 B BAIK
Ul4 | Keamanan pelayanan 3,26 A SANGAT
BAIK
IKM UNIT PELAYANAN 3.12 B Baik

Sumber : Kecamatan Tulungagung, Data Sekunder diolah, 2012

3Solichin, Adbul WahabAnalisis KebijakanBina Aksara, Bandung, 1990, Hal 3
“Mac.Andrews, Calin dan Ichlasul Améalubungan Pusat-Daerah Dalam PembangurRaja Grafindo Persada,
Jakarta. 1993, him 15



Tabel 4.9 tersebut diatas menujukkan bahwa semsuar pelayanan mempunyai
nilai rata-rata = 3,12. Hal ini menunjukkan peratamasyarakat terhadap unsur-unsur
pelayanan yang diterima di Kantor Kecamatan Tulgogg menurut masyarakat

umumnya sudah bark.

5. Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam PelayaRablik Di Kantor

Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung

Unsur pelayanan yang memiliki nilai indeks palirendah adalatkecepatan
pelayananyaitu 3,02. Nilai ini menunjukkan tingkat kepuasdalam kecepatan

pelayanan masyarakat terhadap unsur ini masih heset@ingga perlu ditingkatkan.

Dari keempat belas unsur-unsur tersebut terdapatbin unsur yang dapat
dikatakan dalam kategori yang baik, sembilan udsur nilai rata-rata tersebut adalah
. prosedur pelayanan (3,13), kejelasan petugasyareda (3,12), tanggung jawab
petugas pelayanan (3,12), kemampuan petugas palay@nl7), kesopanan dan
keramahan petugas (3,13), kepastian biaya pelaydBd), kepastian jadwal
pelayanan (3,15), kenyaman lingkungan (3,20), keamalingkungan (3,26).
Sementara terdapat lima unsur yang menurut respokdtegorinya kurang baik
menurut nilai rata-rata dari hasil pengukuran imdddepuasan masyarakat unit
pelayanan di Kantor Kecamatan Tulungagung deng#ai rata-rata 3,12 yaitu
persyaratan pelayanan (3,11), kedisiplinan petugalsyanan (3,06), kecepatan
pelayanan (3,02), keadilan mendapatkan pelayan@)(Xewajaran biaya pelayanan
(3,03). Unsur yang menurut responden dalam kondisg paling baik dilihat dari
nilai rata-rata unsur adalah unsur keamanan pedayakarena di Kecamatan

Tulungagung menyediakan fasilitas tempat parkirgyagaman dan mudah untuk

® Hasil survey Kantor Kecamatan Tulungagung terhadap Indédsuasan Masyarakat kepada
pelanggan



mengamati kendaraan yang di bawa oleh masyarakgtipging serta adanya Pak
kebun yang berperan juga menjadi penjaga keamaaadakaan yang berada di
Kantor Kecamatan Tulungagung, sementara unsur yaggurut responden paling

buruk kondisinya adalah kecepatan pelayanan.

Kecepatan pelayanan ini masih terkait dengan kdlian para petugas
pelayanan karena jika petugas datang tepat waktka rpakerjaan dapat selesai
dengan tepat pada waktunya sehingga kecepatanapalaydapat ditingkatkan dan
pelanggan merasa puas akan pelayanan yang adantwir keecamatan Tulungagung,
namun tidak hanya unsur itu saja yang harus dikétkgan seperti persyaratan
pelayanan seharusnya persyaratan pelayanan di iK&etcamatan Tulungagung
dipermudah dengan menyediakan fasilitas-fasilitasngy di perlukan untuk
persyaratan pelayanan seperti alat fotocopy, petayaformasi terpadu, yang masih

kurang maksimal.

Dalam hal ini persyaratan pelayanan juga terkamgde kewajaran biaya
pelayanan pada pelanggan dilarang untuk menarijabjyang tidak sesuai dengan
ketentuan biaya pelayanan. Adanya kesamaan biaygadepermintaan pelanggan
dalam melakukan pelayanan yang di butuhkan. Keadilandapatkan pelayanan di
Kantor Kecamatan Tulungagung seharusnya lebih rgkatkan keadilan dalam
melakukan pelayanan kepada pelanggan, tidak meniimstikan golongan, semua
sama dalam mendapatkan pelayanan sehingga madyleeakatau menengah keatas

merasa puas dengan pelayanan yang ada di Kantani&tan Tulungagung.

Menurut Sampara Lukman seharusnya pelayanan adak kegiatan yang

terjadi dalam interaksi langsung antar seseorangaieorang lain atau mesin secara



fisikk dan menyediakan kepuasan bagi pelanﬁgaamun pada kenyataannya
pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tulungagundurbe memuaskan bagi
masyarakat, karena dari kelima unsur yang nilaimgesih dibawah rata-rata 3,12.
Berdasarkan dari definisi diatas pada dasarnyyaeda adalah serangkaian kegiatan
atau proses pemenuhan kebutuhan orang lain setananhemuaskan berupa produk

jasa’

Dari data survey serta teori menurut para ahli dah25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik bahwa pelayanan yang ada di Katéoamatan Tulungagung
perlu adanya pembinaan lebih lanjut sehingga dayesingkatkan kualitas Aparatur
Negara Unit Pelayanan Instansi Pemerintah yang dekmasyarakat mendapatkan
kepuasan dalam pelayanan publik yang ada di Kaksramatan Tulungagung

Kabupaten Tulungagung.

6. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan Keputusanteéd Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/25/M.PANIZ/2@ntang Pedoman
Umum Penyusunan Indeks Kepuasaan Masyarakat UditydP&an Instansi

Pemerintah di Kecamatan Tulungagung Kabupatemgalgung

a. Hasil analisis disini mengemukakan bahwa ada bpbhesamsur yang memang
sebaiknya diperbaiki agar hambatan dari prosedsaaurvei dapat ditangani
dan mendapatkan hasil solusi yang lebih baik. Blamya aparatur yang tidak
memandang efisiensi waktu dan biaya, kedisipliremaskeadilan yang sering
dikeluhkan masyarakat kepada Kantor Kecamatan galgumg.

b.Hasil analisis disini mengemukakan bahwa adargbeunsur yang memang

sebaiknya diperbaiki agar hambatan dari prosessealrvei dapat ditangani

% Ibid hal 16
7 Ibid hal 17



dan mendapatkan hasil solusi yang lebih baik. Blamya biaya yang ditetapkan

dalam proses di Kantor Kecamatan Tulungagung yangank) disukai

masyarakat karena banyak anggaran seperti halaya Iphotocopy dan lain-
lain sehingga dapat mempersulit pelanggan dalamakukfn persyaratan
pelayanan. Dari hasil penelitian Di Kecamatan unpekilaian U10 (Unsur

Kewajaran biaya pelayanan) adalah dibawah rata3;@@ yang pada dasarnya

nilai rata-rata total ke-14 unsur 3,12. Oleh karé&oakinerja penilaian unsur

Unsur Kewajaran Biaya Pelayanan harus segera kiitikgn.

c.Hasil penelitian hambatan disini mendapatkan peml&urangnya inovasi dari

petugas dalam memberikan informasi yang dibutuhf@ianggan. Selain itu

terdapat persepsi masyarakat yang menyatakan batosas pelayanan publik

di Kantor Kecamatan dengan persyaratan yang setia snemerlukan waktu

dan biaya yang tingdi.

d. Hasil penelitian penilaian kinerja aparatur Negdatam pemerintahan daerah
banyak kekurangan adapun tabel yang mewakili bpbhemansur yang
merupakan sebuah contoh penilaian kinerja yang pdidgaling rendah
daripada unsur lainnya yaitu unsur kecepatan pe#yai Kantor Kecamatan
Tulungagung dengan angka interval 3,02. Kecepagdayanan disini sangat
berpengaruh dalam pelaksanaan pelayanan publika seremudahkan
masyarakat agar tingkat efisiensi waktu kebutuhangydiharapkan dapat

terjadwal selesai tepat waktu.

8 Hasil wawancara dengan Camat dan Sekcam Kantor Kecafadtargagung Kabupaten
Tulungagung 6 Agustus 2012

® Hasil Wawancara Dengan Camat dan Sekcam Kantor Kéaamalungagung Kabupaten
Tulungagung, 6 Agustus 2012



7. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Keputddenteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/25/M.PANZ/2@ntang Pedoman
Umum Penyusunan Indeks Kepuasaan Masyarakat Urdydtan Instansi

Pemerintah di Kecamatan Tulungagung Kabupatenngalgung

a. Memberikan pembinaan dan pelatihan khusus dakemvice exellentbahwa
aparatur penyelenggaraan pelayanan publik untukgamehil tindakan dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai deegandang-undangan yang
berlaku. Untuk memuaskan masyarakat sebagai pelandg@wajiban bukan
hanya melekat pada pejabat, tetapi setiap apadatiam lingkungan kerja
ketika bertemu dengan pelanggan serta meningkakiemisiplinan waktu
aparatur negara. Misalnya wajib untuk menanyakaa wgng diinginkan
pelanggan yang hadir pada waktu itu, melayani pglan/masyarakat yang
membutuhkan pelayanan unit di Kecamatan Artinyausiamelakukan
akselerasi untuk memudahkan tingkat kecepatan gedayserta mengaktifkan
program efektif dan efisiensi pelayanan.

b. Mengembangkan standar biaya, sistim komunikasi ddarmasi secara
memaksimalkan pelayanan melalui website Pemerintddaerah Kabupaten
Tulungagung agar permintaan biaya dari pihak KarKecamatan dapat
diminimalkan sehingga kewajaran biaya tidak lagetihkan oleh masyarakat
Kecamatan Tulungagung. Misalnya dengan menambanaatan prasarana
yang belum ada di kantor kecamatan, misalnya nfetopi, akses informasi
diperbaiki, brosur persyaratan beserta biaya peomen pelayanan, website
Kantor Kecamatan Tulungagung.

c. Kesadaran petugas akan memberikan pelayanan dsikganyang sopan, adil,

disiplin dan bertanggungjawab agar menghilangkaygapan masyarakat akan



kurangnya inovatif dari petugas dalam memberikéorinasi yang di butuhkan
pelanggan dan persepsi masyarakat yang menyatakavalproses pelayanan
publik di Kantor Kecamatan dengan persyaratan yauig serta memerlukan
waktu dan biaya yang tinggi yang dapat membuat di@ntor kecamatan
menjadi buruk.

d. Meningkatkan kemampuan petugas dalam kecepataygmeln agar lebih
efisiensi waktu dan terjadwal selesai tepat waktu.

E. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahaa patd sebelumnya, maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa :

1. Secara umum Implementasi Keputusan Menteri NeBandayagunaan Aparatur
Negara No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman UrRemyusunan Indeks
Kepuasaan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Petaleridi Kantor Kecamatan
Tulungagung Kabupaten Tulungagung sudah efektifntle Implementasi
Keputusan Menteri Negara dalam penyelenggaran geday publik dapat dilihat
dari : Pertama pelaksanan pelayanan berdasarkam-wmsur pelayanan publik.
Setiap bentuk pelayanan yang diberikan di Kantocateatan Tulungagung
berdasarkan unsur-unsur pelayanan publik. Keduatgpan dan pelaksanan
standar pelayanan melalui Perda Provinsi Jawa TiRamor 11 Tahun 2005
tentang Pelayanan Publik Di Provinsi Jawa TimursiHaengukuran indeks
kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kantor Keeamaulungagung yang
memerlukan banyak perbaikan dan peningkatan ksalt@ayanan aparatur

Negara.



2. Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatanungsgung dalam
Implementasi Keputusan Menteri Negara PendayaguAaamnatur Negara No.
KEP/25/M.PAN/2/2004 adalah banyak aparatur yangktichemandang efisiensi
waktu dan biaya, banyaknya sarana dan prasaranatorKakecamatan
Tulungagung yang kurang memadai, kurangnya inowddifi petugas dalam

memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambaté&amdémplementasi Keputusan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nd2/288M.PAN/2/2004
adalah memberikan pembinaan kepada aparatur peggalaan pelayanan
publik untuk mengambil tindakan dalam rangka pelaksn tugas dan fungsi
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, eméaggkan sistim
komunikasi dan informasi secara maksimal. Kesadpetimgas akan memberikan
pelayanan dengan sikap yang sopan, adil, disiplm ¢hertanggungjawab.
Meningkatkan kemampuan petugas dalam kecepataryapala untuk tingkat

efisiensi waktu agar terjadwal selesai dengan tepétu.

b. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung harus r@egeeningkatkan akses
informasi dan komunikasi pada setiap kantor kecamdengan mengembangkan
keterpaduansystem penyelenggaraan pemerintahan melalui jaringanrnmdsi
online, karena masih belum maksimal sarana dan prasardoamasi dan
komunikasi, terutama dalam penyelenggaraan pelayaoalik agar tersedinya
data yang dan informasi yang dapat dianalisis damanfaatkan secara cepat

akurat dan aman sesuai dengan prinsip-pripsip astaypublik.



2. Meningkatkan dan mengembangkan pola pelayanamade menggunakan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Karena dengan meakgurPelayanan Terpadu
Satu Pintu ini pelayanan publik akan lebih cepatleshana, dan pasti karena
dilayani dengan satu pintworie gate system Pelayanan Terpadu Satu Pintu
berbeda dengan Pelayanan Satu Atap yang selamdiganakan di Kantor
Kecamatan Tulungagung. Dengan hal ini dapat meaikgk kinerja aparatur
Negara pada kantor kecmatan tulungagung kabupatémghgung dalam

pemenuhan kebutuhan masyarakat mencapai kepuasan.
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